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Integrasi Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
Pemanfaatan teknologi informasi di bidang kesehatan sudah cukup luas, di antaranya perencanaan kesehatan melalui                         e-planning, e-budgeting dan e-monev. Sistem informasi yang dikembangkan dan digunakan untuk menyediakan data kesehatan juga sangat beragam, seperti SITT (Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu), SIHA (Sistem Informasi HIV/AIDS), KOMDAT (Komunikasi Data), sistem PIS-PIK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga), e-Sismal (Sistem Informasi Surveilans Malaria). Integrasi sistem data harus dilakukan untuk menghasilkan data yang valid dan reliable. Integrasi data JKN dengan SIK serta pemanfaatan data Pelayanan BPJS Kesehatan juga harus dilakukan.
Perbaikan SIK melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) yang diaplikasikan sebagai sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan terpadu berbasis IT bertujuan meningkatkan sistem rujukan antara FKTP dan FKRTL. Pengembangan juga dilakukan terhadap sistem rekam medis elektronik yang dapat mendukung pertukaran data resume medis pasien antar rumah sakit (smart care).  
Pada periode 2020-2024 ini, SIK diarahkan untuk pemantapan layanan informasi kesehatan yang lebih cepat, valid, resource sharing; pemantapan SIK standar berbasis elektronik terintegrasi; dan pemantapan penerapan SIK di fasilitas pelayanan kesehatan.
Percepatan implementasi standar pelaporan dan sistem informasi manajemen kesehatan, mengoptimalkan penggunaan inovasi kesehatan digital, optimalisasi pemanfaatan internet, mengumpulkan data surveilans real-time dan membuat perubahan bertahap dari pelaporan agregat ke pelaporan individu merupakan investasi jangka panjang yang harus dilakukan untuk penguatan pelaporan data rutin.
Penguatan SIK dilakukan melalui langkah-langkah prioritas berupa penataan transaksi data di fasilitas pelayanan kesehatan, optimalisasi aliran dan integrasi data, serta peningkatan pemanfaatan data dan informasi. Penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan meliputi pengembangan Aplikasi Keluarga Sehat, pembenahan sistem informasi non elektronik di puskesmas (revisi SP2TP/SP3/SIMPUS), pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi elektronik di puskesmas (ekspansi SIKDA Generik Puskesmas), pengembangan dan perluasan implementasi sistem informasi di RS (SIMRS GOS), serta integrasi/interoperabilitas di tingkat data transaksi dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Optimalisasi aliran data meliputi optimalisasi pelaporan data dari kabupaten/kota melalui Aplikasi Komunikasi Data, pelaporan data dari seluruh entitas sumber data, dan pengembangan bank data kesehatan perlu terus ditingkatkan. Upaya peningkatan pemanfaatan data dan informasi meliputi peningkatan kualitas data, penguatan analisis data, penyusunan paket-paket data dan informasi, serta diseminasi dan publikasi data dan informasi juga perlu terus diperkuat. 
Terfragmentasinya sistem informasi kesehatan sebagaimana di atas, melandasi perlu dikembangkannya inisiatif Satu Data. Inisiatif ini penting untuk meningkatkan integrasi, interoperabilitas dan pemanfaatan data pemerintah. Pemanfaatan data pemerintah tidak terbatas pada penggunaan internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. Kebijakan Satu Data ini dilaksanakan dengan strategi melalui pengembangan satu standar data, satu metadata yang baku, dan satu portal.

	
Disrupsi, teknologi, dan era digital
Aplikasi teknologi dalam pelayanan kesehatan yang ditandai dengan meluasnya digitalisasi, optimalisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan membuat perubahan besar dalam pelayanan kesehatan.  Pelayanan kesehatan saat ini mengalami kondisi VUCA (Volatile, Uncertanty, Complexity dan Ambiguity) karena dihadapkan pada disrupsi dalam pelayanan kesehatan (disruption in healthcare). Disrupsi diartikan sebagai perubahan mendasar yang menggantikan seluruh cara kerja yang lama dengan pembaharuan yang mendasar.  Teknologi medis yang semakin canggih (artificial narrow intelligence, robotics, genomics); revolusi dalam hardware dan software dalam pelayanan kesehatan, telemedicine, virtual dan augmented reality; penetrasi akses internet, telepon mobile dan smartphone; melimpahnya informasi mengenai kesehatan dari berbagai sumber; masyarakat yang semakin sadar dan cerdas; peningkatan biaya penyediaan pelayanan kesehatan modern, menjadi berbagai tantangan yang hadir di era disruptif. Pelayanan kesehatan ke depan dituntut akan semakin terkoneksi (hyperconnected healthcare). Inovasi-inovasi berbasis digital di dalam pelayanan kesehatan serta teknologi-teknologi terobosan (cloud computing, supercomputing, big data, Internet of Things – IoT) akan semakin mengambil peran penting dalam pelayanan kesehatan.

Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Indikator Sasaran Strategis Renstra Kemenkes 2020-2024 
Salah satu tujuan strategisnya Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik,  bersih dan inovatif  dengan sasaran strategis salah satunya adalah Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan dengan indicator sasaran strategis:
1. Jumlah rekomendasi kebijakan hasil litbangkes yang dimanfaatkan untuk perbaikan kebijakan sebanyak 30 rekomendasi
2. Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam aplikasi Satu Data Kesehatan sebanyak 100 SIK

Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan data dan informasi kesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah: 
(1) Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK) sebanyak 100.
(2) Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin sebesar 30%


Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 
Sasaran Program Meningkatnya pengelolaan data dan informasi Kesehatan 
Sasaran kegiatan
1. Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK)
	TARGET

	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	10
	25
	45
	70
	100



2. Persentase indikator pembangunan kesehatan yang diukur dengan data rutin 
	TARGET

	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	0
	5
	10
	20
	30



	No
	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi
	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian
	Unit Penanggung jawab
	Unit Tekait/ Institusi
	Target Penyelesaian

	UU, RPP, PERPRES, INPRES

	1. 
	RPermenkes tentang Penyelenggaran Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Elektronik

	Merupakan pendukung pelaksanaan pengawasan inovasi kesehatan berbasis elektronik (digital) yang tersebar di masyarakat. 
	Pusat Data dan Informasi
	Kementerian Komunikasi dan Informatika
	2020-2021

	2. 
	R. Permenkes tentang Penyelenggaraan Satu Data Kesehatan
	Merupakan NSPK dalam mendukung mendukung pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sistem informasi kesehatan untuk mendukung penguatan Data Kesehatan.
	Pusat Data dan Informasi
	Bappenas, Kementerian Dalam Negeri
	2020-2021

	3. 
	R. Permenkes tentang Peta Jalan Sistem Informasi Kesehatan Tahun 2020-2024
	Merupakan Rencana Aksi pelaksanaan Renstra Kementerian Kesehatan
	Pusat Data dan Informasi
	KemenPANRB dan Kemenkominfo
	2021

	4. 
	R. Permenkes Standarisasi Integrasi Sistem Informasi
	Merupakan NSPK dalam mendukung fokus pembangunan
	Pusat Data dan Informasi
	Kemenkominfo
	2022

	5. 
	E-office (emonev, eperjadin, epdln, esign, efs)
	Merupakan NSPK untuk mendukung pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sistem informasi administrasi perkantoran dengan single entry
	Pusat Data dan Informasi
	KemenPANRB
	2021

	6. 
	Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
	Penguatan Sistem Informasi Puskesmas dan Integrasi data dan informasi  baik Pusat maupun Daerah yang merupakan turunan dari PP SIK terkait penyelenggaraan sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan
	Pusat Data dan Informasi, PKP
	Kementerian Dalam Negeri
	2024

	8 ARAH KERANGKA REGULASI

	
	Regulasi E-office (emonev, eperjadin, epdln, esign, efs)
	Mendukung Pelaksanaan integrasi, sinkronisasi dan sinkronisasi sistem informasi administrasi perkantoran dengan single entry
	Pusat Data dan Informasi
	KemenPANRB
	Regulasi E-office (emonev, eperjadin, epdln, esign, efs)

	
	Regulasi Sistem Informasi Puskesmas (SIP)
	Penguatan Sistem Informasi Puskesmas dan Integrasi data dan informasi  baik Pusat maupun Daerah yang merupakan turunan dari PP SIK terkait penyelenggaraan sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan
	Pusat Data dan Informasi, PKP
	Kementerian Dalam Negeri
	Regulasi Sistem Informasi Puskesmas (SIP)






